BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, 
	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Yang dikenal dengan 9 (sembilan) misi yang dikenal NAWA CITA Kedua, yaitu:
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Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, ada 5 (lima) arahan Presiden yang dijabarkan dala 7 (tujuh) agrnda pembangunan, yaitu : 
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Kerangka pikir 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu : 
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B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD periode ini merupakan tahapan keempat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk mewujudkan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera. Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD terlihat pada tabel berikut:
[image: ]
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 memiliki Visi ”Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri” dengan Misi: 
1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ. 
2) Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. 
3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan danmenjaga keseimbangan lingkungan.
5)  Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama.

VISI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI V-3 GERBANG IBUKOTA NEGARA” dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:
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MISI
 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan harapan terwujudnya “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut: 
1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian. 
4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5)  Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana. 
V-4 Untuk lebih jelasnya perumusan penjelasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.
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3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DPMPTSP
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD DPMPTSP selama tiga tahun.
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada jangka tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan rencana pembangunan daerah. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMPTSP untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026. Berdasarkankan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
b. Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian
c. Meningkatkan Pelayanan Perizinan
Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut :
a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
b. Meningkatnya realisasi investasi daerah
c. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
Tujuan  dan sasaran SKPD DPMPTSP pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 


	Tabel 3.1                                                                 
	

	Tujuan dan Sasaran  DPMPTSP Kabupaten Tapin

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
	
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

	
	
	
	
	TAHUN

	
	
	
	
	2024
	2026

	1
	[bookmark: _Hlk127872644]Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah


	69
	71

	
	
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
	Nilai   Komponen   AKIP (perencanaan kinerja) 
	24,00
	25,00

	
	
	
	Nilai   Komponen   AKIP  (pengukuran kinerja)
	21,50
	22,50

	
	
	
	Nilai   Komponen   AKIP (pelaporan kinerja)
	11,50
	12,50

	
	
	
	Nilai   Komponen   AKIP (Evaluasi Internal)
	11,00
	12,00

	2
	Meningkatnya Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian

	
	Persentase peningkatan investasi daerah (%)
	5
	5

	
	
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)
	568
	626

	3
	[bookmark: _Hlk127872656]Meningkatkan Pelayanan Perizinan
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	86
	87

	
	
	[bookmark: _Hlk127872680]Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan
	86
	87








3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan selaras diantaranya :
· Tujuan 2 yaitu meningkatnya kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
· Tujuan 4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT
Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 30 (tiga puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 17.812.334.294 (tujuh belas milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Tapin. 
Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 12.405.000.000,-
Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, yang terdiri dari 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,-.
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- 
b. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.412.334.294,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.337.334.294,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-  
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.375.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-  
2) Penyediaan  bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-  
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-  


4) Penyediaan bahan / material dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-  
5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.000.000,-  
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Pengadaan peralatan  dan mesin dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.,-
2) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000.000,-
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 800.000.00,-
Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- 
2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- 
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.080.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.,-
2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- 
3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 2.605.000.000,- 
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 600.000.000.- 
Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penananam Modal yang Mrnjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.00,-
Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- 
2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
2) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Program Promosi Penanaman Modal,  Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 270.000.000,-
Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 270.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyusunan strategi promosi penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
2) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- 
4. Program Pelayanan Penanaman Modal , Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 960.000.000,- 
Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 960.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000,-
2) [bookmark: _Hlk92213089]Pemantauan pemenuhan komitmen  perizinan dan non perizinan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp. 340.000.000
3) [bookmark: _Hlk92213225]Penyediaan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
4) [bookmark: _Hlk92213325][bookmark: _Hlk92217246]Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-


5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 185.000.000,-
Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 185.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) [bookmark: _Hlk92217419]Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dengan anggaran sebesar Rp.  45.000.000,-
2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal,  dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- 
3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal,  dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-
6. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal, Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 55.000.000,- 
Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :
a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,-
Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut :
1) [bookmark: _Hlk92218084]Pengolahan, penyadian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-
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Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

Indikasi
Major Project Manfaat Proyek Pendanaan
(Rp Triliun)

1 Industri4.0di5Sub + Meningkatnya kontribusi 2458 . Kemenperin,
industri dalam PDB menjadi * APBN: 13.0 Kemendag, Badan
“BUMN 1259 Usaha (BUMN
*Swasta: 1069 Syasta)

Minuman, Te
dan Pakaian Jadi
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi

10 Destinasi Meningkatnya devisa sektor 161 a1Kemenparekraf,
Pariwisata Prioritas: pariwisata menjadi 30 miliar (APEN, KPBU,  KemenPUPR
Danau Toba, USD (2024) BUMN, Swasta)  Pemda, Badan
Borobudur Dk, Meningkatnya jumlah Usaha (BUMN/
Lombok-Mandalika,  perjalanan wisatawan 350- Swasta)
Labuan Bajo, Manado- 400 juta perjalanan dan
Likupang, Wakato wisatawan mancaneg:
@ ‘Ampat, Bromo. 22,3 juta kedatangan
Bangka Belitung, dan
Morotai
° an Industri  + Industrialisasi diluar Pulau 3174 alKemenESDM,
Jawa, mampu mencapai  +APBN: 157 Kemenperin,
target pertumbuhan +Swasta: 1760 pemda, Badan
ekonomi diluar Pulau Jawa ;KPBU: 143 Usaha (BUMN
cBunN: 1i1e g UMY
Penguatan Jaminan - Meningkatnya pendapatan 2264 alKementan,
Usaha Serta 350 petani rata-rata 5% per  *APEN:2009  KemenkP,
Korporasi Petani dan  {ahun dan pendapatan *Swasta: 255 Kemenkl
Nelayan nelayan rata-rata 10% per Kemenperin,
61 tahun (target SDGs) Badan Usaha
nya produktivitas (BUMN/ Swasta)
% per tahun.
Pembangunan Energi 32,0 a1 Kementan
Terbarukan Green baru terbarukan dalam  *APBN: 11 KemenESDM,
Fuel Berbasis Kelapa  bauran energi nasional BUMN: 119 BPDPKS, Badan
Sawit ‘menuju 23 +Swasta: 190 Usaha (BUMN/
Swasta)
Revitalisasi Tambak  + Meningkatnya produksi 25 a1 KemenKP,
di Kawasan Sentra perikanan budidaya (ikan  *APEN: 3.3 KemenPUPR.
Produksi Udang dan  menjadi 10,32 Juta ton)  *S%esta: 217 Kemenday
Bandeng Meningkatnya pertumbuhan
ekspor udang 8% per tahun
62 Pemda, Badan

Usaha (BUMN/
Swasta)
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Indikasi
Pendanaan
(Rp Triliun)
Integrasi Pelabuhan  + Meningk: . a1 KemenkP,
Perikanan dan Fish  perikanan tangkap bernilai  + APBN: 7. KemenPUPR,
Market Bertaraf ekonomi tinggi menjadi ~KPBU dan Kemenperin,
Internasional 10,10 Juta ton pada tahun S Pemda, Badan
2024 saha (BUMN/
Meningkatnya nilai ekspor Swasta)
hasil perikanan menjadi
USD 8,0 miliar pada tahun

Meninglatnya pertumbuhan a1 BP Batam,
industri dan pariwisata ¥ KemenPUPR,
Batam-Bintan Pemda, Badan
Usaha (BUMN/
sta)
61 Pengembangan Meninglatnya share PDRB al KemenPUPR,
Wilayah wilayah Metropolitan luar APEN, KPBU &  Kemenhub,
Metropolitan: Jawa terhadap Nasional Swesta)  KemenKominfo,
Palembang Meningkatnya Indeks Kota KemenESDM,
Banjarmasin Berkelanjutan (IKB) untuk Kemendagri, BPS,
Makassar, Denpasar  kabupaten/kota didalam Badan Usaha
wilayah metropolitan (BUMN/ Swasta)
Ibu Kota Negara Meningkatnya pembangunan ‘al KemenPPN/
(IKN) KTI untuk pemerataan Bappenas,
wilayah KemenATR/BPN,
KemenPUPR,
Badan Usaha
(BUMN/ Swasta)
62
Pengembangan Kota + Meningkatnya Indeks Kota 134,6  alKemenPUPR,
Berkelanjutan untuk (APBN, Badan  Kemenhub, Badan
Lebak (Maja), Kab. Bulungan
(Tanjung Selor), Kota Tidore
Kepulauan (Sofif), Kota
rong (Sorong)
Meningkatnya pertumbuhan al KemenPUPR,
ekonomi, pemerataan Kemen ESDM,
Pago dan Wilayah pemban Kementan,
Adat Domberay KemenDesa PDTT,
pada 10 Kabupaten di Kemenhub, Pemda
Wilayah Adat Laa Pago dan
63

transportasi dan distribusi
komoditas unggulan





image6.png
@ Perpres Nomor 18 Tahun 20207 X @ Sube

<

C @ perpustaksanbappenas.goid

REIMN 2

library/file_u

SubBox 1_Narasi RPJMN 2020-2024 final.cdr

62

63

Magjor Project

13 Pemulihan
Pascabencana:
(Kota Palu dan
Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)

Pusat Kegiatan
Strategis Nasional:
PKSN Paloh-Arul

Kefamenanu, PKSN
Jayapura, & PKSN
Merauke

Percepatan
Penurunan Kematian
Tbu dan Stunting

Pembangunan
Science Techno
Park (Optimalisasi
Triple Helix di 4 M;
Universitas)

Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0

Indikasi
Manfaat Proyek Pendanaan
(Rp Triliun)

Meningkatnya kualitas 152
kehidupan masyarakat - APBN: 148
terdampak bencana melatui  * APBD: 0
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
Percepatan pemulihan
infrastruktur pendukung
conomi, peningkatan
kondisi ckonomi, serta
‘mendorong peningkatan
yarakat
dacrah terdampak

‘Sebagai Pusat perkotaan 3.4

yang berpotensi sebagai pos *APBN: 3.0
saan lintas ba ~KPBU: 0.4

dengan negara tetangga

Sebagai Pusat perkotaan

yang berfungsi sebagai pintu

rbang internasional yang

‘menghubungkan dengan

negara tetangga

Sebagai Pusat perkotaan

yang merupakan simpul

utama transportasi yang

‘menghubungkan wilayah

sekitarny

Sebagai Pusat perkotaan

yang merupakan pusat

pertumbuhan ekonomi

yang dapat mendor

perkembangan kaw

sekitarnya

Menurunnya angka

kematian Ibu hingga 183 per

100.000 kelahiran hidup

Menurunnya prevalensi
nting hingga 14%

Meningkatnya kapabilitas 08
penciptaan inovasi dan (APBN)
produk inovasi nasional

Meningkatnya tenaga 29,1
kerja berkeahlian y: (APEN)
‘mendulung pe:

industri 4.0

a.1 BNPB,
Kemensos,
KemenPUPR,
Masyarakat,
Badan Usaha
(BUMN/ Swasta)

a1 KemenPUPR,
Kemenhub,
KemenKP

a1 Kemenkes,
BKKBN,
KemenPUPR,
Kemendagri,
Kemendikbud,
Pemda

a1 Kemenristek/
BRIN,
Kemendikbud,
Per;

Negeri (UGM, IPB,

ITB dan UJ) dan
Swast
a1 Kemenake

Kemenperin
Kemdikbud, BPS
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H

18 Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh

719 JalanTolTrans - Berkurangwawak 308,85 alKemenPUPR,

Jalan Tol Trans
Sumatera Aceh-
Lampung

KA Kecepatan Tinggi
Pulau J:

(Jakarta - Semarang
dan Jakarta
Bandung)

jam menjadi 40 menit

Kereta Api Makassar-
Pare Pare

113,0 a1 Kemenhub,

Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu

. 1188 a1 Kemenhub,

Sistem Angkutan
Umum Massal
Perkota:

di 6 Wilayah
Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan

Makassar

-1.47-

+ Meningkatkan ketepatan
sasaran dan efektifitas
program bantuan sosial
Meningkatnya cakupan
layanan keuangan non
tunai dan keuangan formal
terutama penduduk miskin
dan rentan

Berkurang:

dari 48 jam menjadi 30 jam

+ Jakarta - Semarang dari 5
jam menjadi 3,5 jam.
+ Jakarta - Bandung dari 3

Terhubungnya Kawasan
Industri dengan Pelabuhan
Garongkong dan Makassar
New Port

Berkurangnya beban
angkutan barang di Jalan
Nasional Lintas Barat
Sulawesi 20-30% pada
tahun 2045 (target 1,5 juta
ton/tahun)

Meningkatnya kines
pelabuhan dengan
standardisasi pelabuhan
utama

Meningkatnya efisiensi rute
pelayaran domestik dengan
‘membentuk loop secara.
teratur menjadi 27%
Meningkatnya keterpaduan
pelabuhan dengan kawasan
pada_hinterland

‘metropolitan

Indikasi
Pendanaan Pelaksana
(Rp Triliun)
406,5 a1 Kemensos,
(APBN) KemenKominfo,
Kemendikbud,
Kemenristek/
BRIN, Kemendag,
Kemen ESDM,
Kemendagri, BPS

“APBN:1055  Badan
“KPBU: 2030 Usaha (BUMN/
Swasta)
63,6 alKemenhub,
KemenPUPR,
“kpau BPPT, Badan
Usaha (BUMN/
Swasta)
al Kemenhub,
- aPEN: 38 KemenBUMN,
+Badan Usaha:  Badan Usaha
o (BUMN/ Swasta)

(BUMN/Swasta)  Badan Usaha
(BUMN/ Swasta)

(APBN, APBD,  KemenPUPR,

BAdanUsahal  Pemda, Badan
Usaha (BUMN/
Swasta)
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Magjor Project

24 Pembangunan dan
Pengembangan
Kilang Minyak

Pembangkit Listrik
27.000 MW,
Transmisi 19.000
KMS dan Gardu
Induk 38.000 MVA

Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital

Pengamanan Pesisir
5 Perkotaan Pantura
Jay

18 Waduk Multiguna

Manfaat Proyek

Meningkatnya kapasitas
produksi minyak menjadi
1,9 Juta Barrel Per Hari di
tahun 2026;

Perbaikan neraca.
perdagangan di s

Berlanjutnya penyelesaian
target program 35.000 MW
Mendulkung target EBT pada
bauran energi primer pada

untuk target pes
listrik 1.400 kWh per kapita

Penurunan Emisi
Pembangkit sebesar 3
ton CO, pada 2024

pemadaman listrik (SAIDI)
‘menjadi 1 jam/pelanggan di

listrik di kawasan priorita

kesenjangan

Menyediakan layanan
internet cepat untuk
‘mendulaung di

sektor ekonomi, sosial, dan

Mengatasi bencana banjir
rob di DKI Jakarta,
Semarang, Pekalons

tempuh Semaran
(1 jam menjadi 2!

« dan pasokan listrik
2.438 MW

Tersedianya pasokan

air di 51 daerah irigasi
premium sebesar 20% guna
‘mendulang.

pangan

Meningkatnya efisiensi

dan kinerja irigasi di atas

Indikasi
Pendanaan
(Rp Triliun)

637,0
(Badan Usaha)

(Badan Usaha)

4352
APEN: 7

- Badan Usaha:
4280

54,9
- APBN: 314
-KPBU: 18,7
- APBD: 4.

92,9
- APEN: 12.9
-KPBU: 24,0
+ Swasta: 60,0

Pelaksana

a1 Pertamina,
Badan
Usaha,
Kementerian

ESDM, Kemenleu,

BUMN

a. KemenPUPR,
Kementan,
KemenESDM,
Badan Usaha
(BUMN/ Swasta)

a.1 KemenKomis
Kemenkes, Badan
Usaha (BUMN/
Swasta), K/L

a1 KemenPUPR,
KemenESDM,
KemenLHK,
Pemda, Badan
Usaha (BUMN/
Swasta)

a. KemenPUPR,
Swasta





image9.png
@ Perpres Nomor 18 Tahun 20207 X @ SubBox 1 Narasi REIMN 2

<« C @ perpustakaan.bappenas.goid/e-library/file_u

= SubBox1_Narasi RPJMN 2020-2024 final.cdr 6 /30 | — 1w00% + | @D ® )

-1.49-

Magjor Project Manfaat Proyek

60 Jembatan Udara 37+ Menurunnya harga bahan al Kemenhub,
Rute di Papua pokok di Wilayah Papua

Jalan Trans pada 18+ Meningkatnya konektivitas al KemenPUPR,
Pulau Tertinggal, dan mobilitas barang (APBN) Pemda
Terluar, dan dan penumpang untuk
Terdepan ‘menurunkan har

komoditas

Jalan Trans Papua  + Meningkatnya konektivitas al KemenPUPR,
Merauke - Sorong dan aksesibilitas b
wilayah perdalamar
terutama wilayah
Tengah Papua
61 Berkurangnya biaya logistik
angkutan bahan pok
‘mencapai 50%

Akses Sanitasi (Alr  + Meningkatnya rumah tangsa  140,9 a1 KemenPUPR
Limbah Domestik)  yang memiliki akses sanitasi *APBN. 735 Kemenkes,
Layak dan Aman layak menjadi 90% Kemendagri,
(90% Rumah Tangga) y Pemda, Badan
Usaha (BUMN/
Swastal, dan
Masyarakat
Akses Air Minum catnya akses air a1 KemenPUPR
Perpipaan (10 Juta adatahun  +APBN:770  Pemda, dan Badan
@ Sambungan Rumah) APBD- 156 Usaha

-KPBU: 209

Rumah Susun Meningkatnya 397,9  alKementerian
Perkotaan (1 Juta)  masyarakat terhadap PUPR, Pemerintah
perumahan layak dan + APBD: 100, Daerah, BUMN,

CBUMN:280  guece g

Masyarakat

aman yang terjangh
untuk sejuta rumah tangga
perkotaan dan menangani
permuliman kumuh

+ Masyarakat:

Infrastruktur Penghematan subsidi LPG 38,4 al KemenESDM,
Jaringan Gas Kota scbesar Rp.207,6 Mper  *APBN:4.1 Badan Usaha
untuk 4 Juta tahun +BUMN: 6.9 (BUMN/ Swasta)
Sambungan Rumah  + Mengurangi impor LPG. *KPBUS 274

@ sebesar 603,720 ribu ton per

tahun

Pemulihan Empat Penurunan erosi di al. KemenPUPR,
Dacrah Aliran Sungai  wilayah DAS kritis deng Kemen LHK,
Kritis penghijauan lahan kritis

150.000 Ha.

Reduksi dampak bencana

banjir di Provinsi Banten,

DKI Jakarta, Jawa Barat

dan Sumatera Utara
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@ Indikasi
Pendanaan Pelaksana
(Rp Triliun)

7 Pipa Gas Bumi Trans 36,4 a.l. KemenESDM,
Kalimantan (2219 pipa gas bumi wilay (Badan Usaha)  Badan Usaha
kem) Kalimantan (Tran (BUMN/ Swasta)

Kalimantan);
Terpenuhinya kebutuhan
:s bumi di sektor industri,

pembangkit listrik, hingga

n jaringan gas
rumah tangga dan komersial
di Kalimantan;
Mendukung penyediaan

63 energi untulk calon ibul
Meningkatnya pemanfaatan
potensi gas bumi di wilayah
Natuna
Pembangunan Meningkatnya kapasitas 46 a1 KemenLHi
Fasilitas Pengolahan  jumlah limbah B3 yang  *APEN: 0,6 Kemenkes, Badan
Limbah B3 terolah hingga 26.880 ton/  * KPBU: 30 Usaha (BUMN/
b Swastai 10 Suasta)
Penguatan Sistem  + Meningkatnya kecepatan 13,0 a1 BMKG, BNPB,
Peringatan Dini penyampaian peringatan (APEN)  KemenLHK,
Bencana dini bencana dar KemenESDM,
o menjadi 3 menit BIG, BPPT

Penguatan Menurunnya insiden 8,0 a1 BSSN, Pol
NSOC - SOC dan serangan siber; (aPBN) Kemenhan/ TN,
Pembentukan 121+ Meningkatnya integrasi dan BIN
CSIRT sharing data informasi antar
rterkait (baik
intah, swasta, dan

a.l. Kemenhan
dan penegakan kedaulatan (apBN) dan TNI

di perairan Natuna;

Penurunan akiivitas

perompakan, kekerasan dan

tindak kejahatan di laut,

IUUF, trans-national crime

dan penguatan sistem

pengelolaan pengamanan

navigasi.

p Proyek Prioritas Strategis
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2 Tabel 1.1 Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD

RPIMD 2021-2026 RPJPD 2005-2025

alimantan Selatan Maju (Makmur, “Maju dan Scjahtera Sebagai Wilayah
Sejahtera dan Berkelanjutan) schagai Perdagangan dan Jasa Berbas
Gerbang Ibukota Negara™ Agroindustri'

25
Mengembangkan dan meningkatkan
Membangun Sumber Daya Manusia | kaltas SDM dengan menitikberatkan pada
yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti | aspek keschatan, pendidikan dan kehidupan
Luhur sosial budaya dan agama berlandaskan
pada IPTEK dan IMTAQ
Mengembangkan ckonomi ke arah industr
Mendorong Perturbuban Ekonom yang | gan cordseaesm yang bt pads
Merata potensi agraris dan kerakyatan dengan
dukungan transportas yang baik
2
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar | Mengembangkan sarana dan prasarana
dm Povckonomian pembangunan yang relati meraa pada
berbagai wilayah pembangunan
Menciptakan taat asas dan tertib hukum
Tata Kelols Pemerintaban yang Lebih | byt penyelengesraan pemeriahon
Fokus Pada Belayanan Publik dacrah, kehidupan berpoliik, sosial,
budaya dan agama
Mendorong pengelolaan SDA secara
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup | efsien, untuk menjamin kelanjutan
2 dan Memperkuat Ketahanan Bencan | pempangonan don et Leimbangan

lingkungan

Sumber: hasil analisis,

3) RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan bukan hanya Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
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GERBANG IBUKOTA NEGARA® dengan penjelasan sebagaimana tabel

berikut:

Tabel V.2 Penyusunan Penjelasan Visi

nani,

KALSEL MAJU
(Kalimantan Selatan Pembangunan dengan Memperh;
Makmur, Sejahteradan |  Berkelanjutan
Berkelanjutan) Lingkungan
BAGAI GERBANG

IBUKOTA NEGARA
Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara

yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis
‘menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “KALSEL MAJU (Kalimantan
Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG
IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan
Visi, sebagai berikut:





image13.png
Nomor_18 Tahun 2020 X | @ SubBox 1 NarasiRPIMN 202020 X @ 1-159

<« C @ e-renggarkemkes.go.id/file201: mance/1-159013-2tahunan-6

= 1-159013-2tahunan-613.pdf 315 /406 — 100% + (RS} 3

=]
a2
Untuk lebih jelasnya perumusan penjelasan Misi RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat tabel 5.2. dibawah
Tabel V.3 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
o Membangun Sumber Meningkatkan Nilai-Nllai
Daya Manusia yang .
Berkualitas dan Berbudi
Pekerti Lubur
Olah Raga
Mendorong Pertumbuban | Meningkatkan Ekonomi melalui
Ekonomi yang Merata | Transformasi Struktur Ekonomi
dari Komoditas Bahan Mentah
Industr Turunannya (Hilrisasi)
(Kalimantan S ekt e
o Makmur, Sejahtera | MemPperkuat Sarana Membangun Sarana Prasarana

Prasarana Dasar dan

dan Berkelanjutan) | preSans Das: Pembangunan Pelayanan Dasar

EBAGAI fan Ekonomi berbasi
GERBAN( Kewilayahan
IBUKOTA

NEGARA Tata Kelola Pemerintahan

yang Lebih Fokus pada | Melanjutkan Reformasi
Pelayanan Publik Birokrasi Pelayanan Publik
untuk mendorong Investasi

Menjaga Kelestarian
Lingkungan Hidup dan
a5 Memperkuat Ketahanan

Pengendalian Banjir,
naran, Perusakan
Kebakaran

Teknologi

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan
Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”. Makna mendasar

visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan

e 216, Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat
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[m] Visi Misi Presiden 2020-2024
i Misi Presiden 20202024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN
] 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil
P Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’. Visi tersebut diw
melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

7

Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
16 Berlandaskan Gotong Royong

b2
EER

Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya.

17 Strultur Ekonomi yang Produkdf,
Mandiri,dan Berdaya Saing.

Perlindungan bagi Segenap
‘Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga

Pembangunan yang Merata

dan Berkeadilan

Pengelolaan Pemerintahan
yang Bersin, Efekti, dan
Terpercaya

Mencapai Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan

Sinergi Pemerintah Dacrah
dalam Kerangka Negara
Kesatuan

Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian
Bangsa
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Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

MISI PRESIDEN

Peinglata Kualts Nausia
ntesia

Stk i g Produt,
Mindi, dn Berap Sing

Pembanguranyang Hrata dan
Beteadlan

MencapLinhungan i yang
Betelanian

e B yargMencerminkan
KepitatonBangsa

PenegakanSisten ok ang B
Kaups, Bermatabal, an Trercape

Peliungan ag Segeap Bangsa dn
Memberan Rass Anan ads Seuth
o

Pengllan Pemrintaan yangBersh,
ekt Tepecaa

Sy Pemertah D
Keranga Negara Kesatan

Gotong Royong

7

ARAHAN PRESIDEN

mbangunan
M
Pembangunan
Infrastruktur

nyederhanaan
Regulasi

Penyederhanaan
okrasi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

Memperkuat Ketahanan Ekanomi
untk Pertumbutan yang
Berkultas dan Berkeadan

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi esenjangan dan
Merjanin Pemertzan

Meringhatian Sumber Daya
Manusia yang Berkualias dan
Bertaya Sing

RevolusiMental dan
Pembangunan Kebudayaan

Memperkat Ifrastrktur untuk
Mendukung Pengembangn
Ekonomi dan Peayanan Dasar

Membangun Linghungan Hiup,
Meringhatan etaharan
Bencana, danPerubahan Kim

Memperkuat Stailtas
Polhokbankam dan Transformasi
Pelayanan Publk





